
BUPATI KENDAL, 
a. bahwa data m rangka mendukung pelaksanaan 

penyederhanaan birokrasi yang optimal di linqkungan 
Pemerintah Dacrah Kabupat.en Kendal sehingg» dapat 
mewujudkan tata kclola pemerintahan yang efekuf dan 
efisien gur~a rneningkatkan kinerja pemerintahan den 
pclayanan publik sesuai Pcraturan Men1eri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentanu 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pad a I nsta nsr 
Pemerintah untuk Penyedcrhanaan Birokrasi, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tcntang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kcrja Pada Jnspektorat Dae rah Ka bupa ten 
Kendal sudah tidak sesuai dcngan kondrsi sekarang, 
sehingga perlu dicabut dan diganti; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimuna 
dirnaksud dalam hurur a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T.ugas 
dan f'ungsi serta Tata Kerja pada lnspektorat Daerah 
Kabupaten Kendal; 

1. Und.ing-un'dang Nomor 13 Tahun I 950 renrang 
Pernbcntukan Daerab-daerah Kabupaten dalarn 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana Lelah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
rentang Pembcntuka.n Oaerah Ttngkat II Bat.Ang dcngen 
rncngubah Undang·Vndang Nornor 13 Tahun 1950 
Lentang Pembencukan Daerah-daerah Kabuparen Dalarn 
Lingkungan Propinsi .Jawl\ Tcngah [Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 52, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757t; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor- f>, Tambahen Lernbaran N€'gara 
Rcpublik lndonesia Nemer 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ieruang 
Pernerintahan Daerah (l.embaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.e-mbaran I 
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Negara Republi.k Indonesia Nomor S597) sebagaimana 
relah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnng 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indoneaia Tahun 20'20 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tanun 1950 teruang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari ha! Pembcntukan Dacrsh 
daerah Kabupaten di .Jawa 1'imt.1r/Tengsh/Barat clan 
Oaerah lstimewe Yogyakarta: 

5. Peraturan Pemerinrah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
perluasan Koiamadya Daerah Tingkat II Semarang 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1976 
Nomor 2S, Tarnbahan Lernbaran Negara Repubrik 
Indonesia Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 20 l6 teniang 
perarrgkat Oaerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887} scbagaimana relah 
diubah dengan Peraun'an Pemerinrah Nomor 7}, Tahun 
2019 ientang Perubahan Atas Pcro.turan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 ientang Perangkat Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nornor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 640?.); 

7. Peracuran Pemecin<ah Numor 11 Tahun 2017 rentang 
Manajemen Pegawai Negcri Sipil (Lemharan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 1'~mt,ahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraruran Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Perubahan aras 
Peraturan Pemerintah Nomor l l Tahun 2017 ten tang 
Manajemcn Pegawai Negeri Sipil (t.embaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 'I'ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647?); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 l'ahun 202 L ientang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi kc dalarn .Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2021 Nomor S25); 

9. Peraturan Mcnteri Pendayagunaan Apararur Negara dan 
Reformaei Birokraei Nomor 25 Tahun .J021 rentang 
Penyederhanaan Slruktur Organisaei Pada lnslansi 
Perncrintah Untuk Penycdcrhanaan Birokrasi [Berna 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Pcraiuran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Urusan Perneriruahan yang Menjadi 
Kewcnangan Pcmcrintehan Daerah Kabupalc-n Kendal 
(Lembaran daerah Kabuparen Kendal Tahun 2016 Nomor 
6 Seri E No. 3, 'Tambaban Lernbaran oaeran Kabup.llCn 
Kendal Nomor 1 571; 

11. Pera tu ran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Ta hun 
2016 tcntang Pembcrrtukan dan Susunan Perarrgksu 
Daerah Kabupaten Kendal \Lcmbaran daerab K:>bl.lpatcn 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. I. 'l'ambahan6 
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Dalarn pcraun-en Bupati ini yang dirnaksud rtengan. 
I. Daerah adalah Kabupatcn Kendal. 
2. Pemerintah Daeran adalah Bupari sebaeai uosur 

pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
peiaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. sekreraris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kendal. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pcmbantu Bupoti dan 

Dewan Perwakilan Rakya l Dae rah dalam 
penyelenggaraen Urusan Pemerintahan vang rnenjnrh 
kewenangan Daerah. 

6. tnspekrorat Dacrah adalah Inspektorat Oaerah 
Kabupaien Kendal. 

7. lnspektur Daerah adalah Kepala lnspektorai Daerah 
Kabupatcn Kendal. 

8. Sckretariut adalah Sekretanal Inspcktnrat Dacrah vang 
(I ipimpin oleh sekreraris. 

9. lnspektur Pernbautu adalah unsur pembaruu ln:-.pek1ur 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
lnspektur. 

!O. Apaeat Pengav .. •asan Intern Pemcr-iru ah vang selanjutnya 
disingkat APIP adalah lnspektorat Daerah yang 
rnernpunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan 
dan ber-tanggtmgjawab kepada Bu pal 1. 

t 1. Pcjaba1 F'ungsronal Pcngawaean adetah kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang 
dan hak seorang Pcgawai Negcri Sipil di lnspektorm 
Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnva didasarkan 
pada kcahlian dRn/atau kerrarnpilan terremu serta 
bersifat marrdir! SC$UUt dengan peretu ran perunda ng· 
undangan 

Pasal l 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENT/\NG KEDUDUKJ\N, SUSUNAN 
ORGA!':ISASI, TUGAS DAN fUNOSI, SE:RTA TATA K8R,III 
PAD/\ INSPE:KTORAT DAERAH KABUPATE:N KENDAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Lernbaran Daerah Kabupaten Kenda] Nomor l59) 
sebagairnana retah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraruran Daerah Kabuparen Kendal Nomor 13 Tahun 
2021 ientang Perubahan "<:duo Atas PeruLtmrn Daerah 
E<~bupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tcrn.ang 
Pembcnrukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabuparen Kendal 
Tahun 2021 Nomor 1.3, Tambaha.n Lcrnbaran Dacrah 
Kabupaten Kendal Nornor 219). 
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Untuk rnelaksanakan rugas sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 3, lnspcktorat Daerah mempunyai rungsi: 
a perumusan kebijakan telcnis di bidang pengawasan dan 

fasiHLasi pengawasan: 
b. pelaksanaan peugawasan internal ierhadap kinerja dan 

keuangan metalui audit. reviu, evaluasi, pernantatran, dan 
kcgiatan pengawasan lainnya; 

c. pelakeanaan pengawasan unruk iujuan rertcnru aras 
pcnugasan Bupati danj'atau Gubcrnur sebagai wakil 
f>emerintah pusat, 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
c. pelaksanaan koordinast pcnccgahan tindak pidana 

korupsi; 
f. pcngawasan pclaksanaan program rcformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan adrmnistrasi lnspcktorat Dacrahidan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fu.ngsinya. 

Bagian Ketiga 

Pungsi 
P~sal~ 

tnspckiorat Daerah mcmpunyai tugas mernbanru Bupat] 
dalam membina dan rnengawasi pelaksanaa n urusan 
pemerintahan yang rnenjadi kew.enangan traerab dan Tugc:1~ 
Pembantuan olch Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas 
Pasal 3 

(1) lnspektorat Dacrah merupakan unsur pcngawas 
penyelenggaraan Pemerintahan oaeran. 

(2) lnspektorat Daerah dipimpin olch Inspekrur Daernh yang 
berkedudukan di bawah (Ian bcrumggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekrctaris Dacrah 

Pasal2 

Bagi an Kesat u 
Kedudukan 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNOSI 

12. Kelompok .Jabaran F'ungsional adatah kurnpulan 
jabatan fungsional yang terdiri dart seiumlah tcnaga 
ah li dalarn jenjnng jabatan fungsionaJ yang tcrbagi 
dalam berbagai kelornpok sesuai keahliannya, 
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mernpunyai uraian tugas : 
a. merumul$kan dan menciapkan rencana dan program 

kegiatan 1 nspcktarat Daerah bet'dasarkan peraiuran 
perunda...ng4undangan dan hasil evaluast kegiatan tahun 
sebelurnnya sebagai pedornan pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan kebijakon urnurn kcsckrelf1riat~1n dan 
pengawaaan Internal terhadap kinerja dau keuangan 
melalui audit. reviu, evaluasi, pernantauan dan kegiatan 
pengawasan lainnya atau rujuan icrtentu: 

c, merurnuskan dan menerapkan Rencana Straltgis 
(RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupa<en Kendal sesuai 
dengan Rencana P<:rnbangunan .Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD\ Kabupaten Kendal sebagai pedoman 
peh:1ksana1.tn program dan kegiatan serta kebijakan tekrus 
bidang Peogawa~an sesuai dengan kctcnruan peraturan 
pen,ndang-undangan; 

d. mcmbagi tugas bawahan sesuai dcngan jaoaran dan 
kompecensinya serta membcrikan arahan baik sccara 
lisan maupun tertulis guua keloncaran pelaksonaan 
tugas: 

e. menyelcnggarakan koordinasi don konsunasi oengsn 
instansi ierkait baik vertikal maupun nonzomal guna 
sinkrontsasl dan harmonisasi pelaksanaan. Lugas: 

f. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan 
fo.smmsl 1:>engawasan di Dacrah sesuai peraturan 
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

g. rnenelaah dan mt:ngkaji pcraluran p,erundang-unclangan 
dibidang pengawasan dan faeiliraai penga-..vasan sebagai 
bahan pcrumusan kebijakan reknis sorta pedornan 
pelaksanaan tugas; 

tungsi -scbagaimana 
4, tnspekrur Dacrah 

dan 
Pasal 

tugas 
3 dan 

Unruk melaksanakan 
dimaksud dalam Pasal 

Bagian Kesatu 
tnspcktur Da.erah 

Pasal 6 

BABIV 
URAIAN TUGAS 

(1) Susunart Organisnsi lrtspektorat Daerah terdiri dari • 
a. lnapckrur Daerah: 
b, Sekt'etaria.L; 
c. lnspektur Pemban[ll;dan 
d. Kelompok Jabatan Pungsional. 

(2t Bagan Orgsnisasl tnspektorat Daerah sebagaunane 
tercanturn dalam Larnpiran l yang mcrupakan bagian 
tidak rerpleahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

BABILI 
SUSUNAN OROANlSASl 
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h. menyc:lcnggarakan pcrnbirraarr, pengawaaan , 
pengendAlian kegiatan di bidang pengawasan dan 
fasilitasi pet1gawasan sesuai peraturan perundang 
undangan agar kincrja lnspektorat Daerah mencapai 
target yang telah ditetapkan; 

i. menyelenggarakon petayanan prirna, Iaailitasi, clan mova.si 
dibidang pcngawas;;in dan fasilitasi pengawasen sesuai 
dengan peraturan perundang·undangan guna 
peningkatan kualitas kerja; 

j. menyelenggarakan kebljakan pelaksanaan pengawasan 
untuk tujuan tertentu atas penuga,;an Bupati; 

k. mclaksanakan pembinaan teknis dan administrAtir 
dibidang pengawasan dan rasitilasi pengawason sesuai 
dengan kebijakan yang duetapkan olch Bupari; 

l. menyeJenggarakan kegiatan pengawasan sesuai program 
dan kebijakan yang Lelah ditetapkan: 

m. mengoordlnaslkan dan memfasitirasi kegiatan 
pemel'iksaan, pengustnan, pengujian, dan penilaian rugas 
pengawasan dalam rangka peningka1an kcgiatan dibidang 
pengawasan dan fasilitasi penga\1.:asan d.ilingkal Daerah. 

n. menerapkan Standar opcrastonal Prosedur (SOPt dalam 
penyelenggataan kegialftn pengawasan dan fasilitasi 
pcngawasan agar diperolen nasu kerja yang opurnat: 

o. mernbina dan mengarahkan pcl::iksanuan urusan 
pemerintahan bidang pengawasan dan fa~ilitasi 
pengawasan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan dan kebijakan yang ductapkan Bupati: 

p. me.ngcndaHkan pelaksanaan kegiatan opera-sional 
dibida ng pengawasan dan Iasilitasi pengewasan rnclolui 
pemantauan, kunjungan, clan taporan bawah"n agar 
kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasrl guna 
danberdaya guna; 

q. mernfasilitasl penyelenggaraan Si stem Pengendalian Intern 
Perncrintah (SPII') di lingkungan Pemerintah Dserah; 

r. mengevalua$i pelaksanaan kegiamn lnspektorat Da.erah 
dengan cara mengukur pcncapaian program kerja yang 
retah disusun untuk bahan laporan kcpada Bupati clan 
kebijskan tindak lanjut; 

s. melaporkan pelaksanaan rugas kepada Bupati baik lisan 
maupun rerrulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi; 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja hawahan 
Uerdasarkan M,Sc)ran kerje pegewa! dan pcrilaku k~tj.:i 
sesuai ketentuan dalam t'angka peningkatan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

u. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpman 
baik lisan maupun tcr-tufis berdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalan lancar scrta uneuk rnenghindari 
penyirnpangan: dart 

v. melaksanaken tugas kedinasan lain darl pirnpinan sesuai 
dengan tug.;\s dan fungsi unil kerjanya. 
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(l) Sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat \I) 
huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada lnspektur Daerah. 

(2) Sekrelariat sebagaimana dimaksud pada ayat ti), 
mernpunyai tugas melakaarrakan sebagian tugas 
lnspektur Daerah dalam perumusan kebijakan teknis. 
pelakso.naan, pembinaan dan monitoring. analisis clan 
pelaporan pengawasan evaluasi dan pelaporau 
pelaksanaan program kerja bidang kesekreiariatan dan 
pclaksanaan adrnimstrasi kesekretariaran di lingkungan 
I nspektorat Daerah. 

(31 Untuk melaksanakan iugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretaciat mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

pembinaan dan pelaksanaan Pcrencanaari, Analisls 
dan Evaluasi Serta Admiuistrasi Umurn dan Keuangan: 

b. pengclolaan dan pelayanan umum, hukurn, hubungan 
rnasyarakai dan organiaast umuk mendukung 
kelaocaxan pelaksanaan rugas dan rungsi Irrspektorat 
Daernh; 

c. inventarisasr, analisis, evaluasi, pendokumentaaian 
dan pcnyajian hasil pcogawasan serta 
pcndokumencasian pen'lutakhiro.n tirtdak lanjut hasil 
pengawasan dalarn rangka mernberikan keyakinan atas 
pelaksanaan tugas pengawasan: 

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan 
program kerja bidang perencanaan. kcuangan, 
kcrumahtanggaan dan perlengkapan. organi;;asi dan 
tats laksana, kcpegawaian, pelayanan adrmnistrasi, 
hukum, kehurnasan dan keprotokolan, kearsipan dan 
perpustakaan: 

e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan clan 
program kerja bidang perencanan. keuangan 
kerumahtanggaan. dan perlengkapan. organisasi dan 
tata taksane, kepegawaian, pelayanan admimtrasi, 
hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dart 
perpustakaan: clan 

I. pelaksanaan fungs] lain yang diberikan oleh lnspektur 
Daerab seaue i dengan tugas dan Itmgeinya. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimane 
dimaksud pada ayai (2) dan ayat (31. Sckretari$ 
rnernpunyai uraian tugas: 
a. menyueun rcncana den program kegiatan Sekrctariat 

berdasarkan peraiuran pcrundang-undangan clan 
hasu evatuasi kegiatan tahun sebchrmnya sebagai 
pedornan pclaksanaan tugas; 

b. mcnjabarkan perinrah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraiuran perundang-undangan 
agar pelaksanaan cugas berjalan efekt.if derr cfiaicn ; 

c. mernbagi rugas oawahan sesuai dcngon jabatan dan 
kornpetensinya serta mernberikan arahan baik secara 

Bagian Kedua 
Sekretariat. 

Pasal 7 
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lisan maupun tertulis guna ke1ancaran pelaksanaan 
rugas: 

cl. melakaanakart koordjnaar den konsultasr dengan 
mstansi terkau baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalarn rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuat lingkup iugasnya scbagai bahan arau 
pcdomao untuk melaksanakan kegiatan: 

f. menyiapkan koneep kebijakan I nspekrur Daerah dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
pcrencanaan, evaluasi, petaporan. system Informasi. 
keuangan, administras! umum, kepegaweinn.dun 
fungsi lain yang diberikan olch lnspcktur paerah: 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencam,, 
Kegiatan clan Anggaran (RKA). Dokuinen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran scsuai 
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan; 

h. mcngoordinE1sikan dan meny1apkan konscp Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah !RPJMDI. 
Rencana Strategis (R:ensua), Rencana Kcrja (Renja), 
lndikator Kinerjn Utarna (IKU], Perjanjian Kinerja (PK) 
dan jenis dokumen pereucanaan lainnya scsuai 
dengan ketcntuan yang berlaku: 

1. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan 
Keterangan Pe,·tanggungjawaban Bupati (LKPJ), 
Laporan Kinerja Instansi Pcmetintah (LKjlP), Evaluasi 
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPDi, Sistern 
Pengendalian rmern Pemenntah lSPIP), monuming clan 
evaluasi aksi pencegahan korupsi. Pengendalian 
Opcrasional Kegiatan (POK) dan jenis pclaporan 
lainnya sesuai dengan kerentuan yang berlaku: 

J. mengelola system mforrnasi dan data Inapcktorat 
Daerah sesuai deogan ketentuan yang berlaku agar 
djperoleh efektjvitas dan eflsiensi pelaksanaan 
kegiatan; 

k. menyclcnggarakan pel$1yanan adminlstrasi urnum, 
kepegawaian, keuangan, kehurnasan. prmokoler, 
perpustakaan, kearsipan. dokumeruasr, 
perl~11gkapan/perbeka}an. peugamanan kanmr. 
keberstban dan pertarnanan, pengelo1aan asset terap 
dana asset tidak tetap, serta fasilitnsl kegiatan rapa I 
clan penerirnaan kunjungan tarnu rnspektcret Dacrah: 

1. mengoordinasikan rencana dan proses p1. ngaduan 
barang dan jasa dilingkungan Inspektorat Daerah 
sesuai dengan pcraruran perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan mc:mfasilitasi penyusurum 
Standar Opcrasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, 
analisis beban kerja, evaluasi jabatan. budava kerja, 
survey kepuasan masyarakat , stander pclayanan serta 
l)l!ngusulan Iormasi kcburuhan pegawai lnspektorai 
Daerah; 

n. melaksa.nakan pernbinaan, pengawaaan , dctn 
pengendalian tungsi-Iungsi manajemen adminisLrosi 
pcrkantora.n agar ten.\"UJUd p<'layaoun priina; 
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(1) Subbagian Administrasi Umum <Jan Keuang~n yang 
dipimpin oteh Kepala Subhagian Adruinistraei Umum 
dan Keuangan yang berkedudukao di bawah dan 
bertanggungjawab kcpada Sekretaris. 

l'.2} Kepala Subbagian Admlnistrasi Umurn dan Keunngan 
sebagairnana dimsksud pada ayart l]. mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sckrernris dalam 
penyiapan bahan perumusan kebij3kan. 
pengkoordinasian, pembinaan, pengendahan. 
pengelolaan dan pernbcrian himbingan di bidang 
adminisu'asi umurn, kclatalaksanaan1 kehumaS<tn, 
perpustakaan, kearstpan. dokurnentasi. pedcngkap;;an, 
penge1olaan barang, kepegawaian, faailitaei kegiatan 
nnattsts jabatan, budaya kerje , penmta\lsahaan{j 

Pasal9 

Organisasi Sekrctariat sebagairnana 
dalam Pasal 5 ayat ( I) huruf b, tcrdin 

(l) Susunan 
dirnaksud 
alas: 
a. Sub Bag.ian Adminisrrasi Urnum dan Keuangan; 
b. Sub Koordinator Perencanaarudan 
c. Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi. 

(2) Sub Bagi an scbagaimana dimaksud pada aya; 11) nuruf 
a, dipimpm oleh seoraug Kepala Sub Bagian yang 
bemda dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat [I) 
huruf b dan hurul c terdiri atas kelornpok jabatan 
fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala 
Din as meta lui Sckretaris. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (31 
rnernpunyai rugas sebagaimana tcrcanrurn dalarn 
Lampiran ll yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan 
dari Pcra.Luran Bupati int. 

Pasal 8 

a. melaksanakan pemaintauan clan evaluasi oeta ksanaan 
kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang tclah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut: 

p. mengevaluasi da.n menilai prestasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai clan periJaku kerja 
sesuai ketenruan dalam rangka peningkatan karir, 
pembcrian pe11ghargaan dan sanksi: 

q. rnenyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud ak\.1ntabilit.as dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan: 

r. menyarnpaikan saran dan pcr-timbangan kepsda 
pirnpman baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar sen» untuk 
menghindari penyimpangan: dan 

s. metaksanakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan 
sesuai dengan tugas dan rungsi uniL kcrjanya. 

Q 
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akuntansi, veritikasi, pemoukuan dan pelaporan 
keuangan. 

(3) Unruk melaksartakan rugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2~, Kcpala Subbagian Administraei Umum. dan 
Keuangan rnempunyai uraian rugas : 
a. mcnyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 

Administrasl Umurn dan Keuangan berdasarkan 
peraturan penmdang-w1dangan dan hasil evaluasi 
kegiutan lahun scbclumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan perjruah pirnpman mclatuip engkajian 
permasnlahen dan peratu rnn perundang-undanaan 
agar pclakeanaan tugas berjalan cfekti( dan efiaien: 

c. mem bagi tu gas bawahan sesuai dengan [abaian dan 
kornpetensinya serta memberikan arahan balk 
secara tisan maupun iertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordmasi dan konsultasi dcugan 
instansi tcrkait baik ver-tika! maupun horraorual 
untuk mendapatkan mformasi, rnasukan, scrta 
dalarn rangka sinkronisasi da n ha rmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

c. rnenelaah clan mengkaji pere ruratt perundang 
undangan sesuai lingkup rugasnya sebagai bahan 
atau pedornan untuk melaksanakan kc-giatan; 

J'. menyiapkan baha.n penyusunan pcttmjuk teknis, 
perunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup rugasnya guna rnendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. rnelaksanakan layanan kegiaian surai menyurat, 
perlengkapan, kenuataksanaan. kcbumasan. 
dokumentasi, perpustakaan, kcarsipan, serta 
pengelolaan asset tctap dan aset tidak ictap; 

h. memfaaifitast pcnyuaunan anetlsis jabatan. analisis 
beban kcrja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey 
kepuasan masyarakat , standar pelayanan serta 
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat 
Daerah sesuai dengan peraturan pcrundang 
undangan: 

l. rnerencanakan, mcmproses, dan metaporkan 
pengadaan barang dan jasa un Lllk kepcrluan Dln.:.s 
serta mengusutkan penghapusan asset tetap, asset 
tidak tetap, asset udak bcrwujud dan barang 
pcrsedtaan sesuai dcngan peraturan perundan.g· 
undangan: 

J· metaksanekan koordinasi dengan unitkerja yang 
melaksanakan Iungsi layanan pcngadaan dan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerab 
dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas 
sesuai dengan peraruran perundang-und~ng~n; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventerrsoai. dan 
pelaporan asset sernesteran dan w.huna.n urnwk 
tertib admmistrasl serta melaku kan pengawasan, 
pcngendalian, pemeliharaan asset teiap dan asset 
tidak cetap agar dapal digunal<an oplirnal: 

IO 



I. mcnyiapkan bahan dan menytaswn lsporan b1dsng 
kepegawaian secara rutln dan berkala serta 
mernelihara rilc/doktunen kepegawaian seluruh 
pegawai guna terciptanya tertib adrninistrasl 
kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan 
pangkat , mutasi, gaji bcr kala , pemberhentian/ 
pcnsiun, pcmbuatan kartu suami/isteci, labungan 
asoransl penslun [taspenl , pcngiriman pescrta 
Pendidikan dart pelatihan (diklat)/bimbingan teknis 
(bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya: 

n. rnelaksanakan urusan ruman tangga serta 
menyiapkan sarana, akornodasi. dan protokolcr 
dalam kegiatan rapat-rapat rnaupun penerirnaan 
kunjungan tarnu lnspektorat: 

o, mengoordinaeikan kegiatan pengarnanan karuor , 
kebersihan. ctan pcruunanan agar rcrciptn 
lingkungan kantor yang iertib. bersih, aman dan 
nvarnan: • • 

p. menghimpun dan memproses usulan pcncairarr 
anggaran kegiatan scrta rnenyiapkan bahan dan 
sarana administrasi keuangan datum rangka 
pencairan anggaran, pengcJolaan, pernbukuan. dan 
pelaporan pertanggungjawa ban keuangan: 

q. menyiapkan bahan den mengoordinasikan proses 
adrninistrasi keuangan rnelalui aplikasi sisiem 
infcrmasi unruk pengelolaan keuangan daerah scsuai 
dengan peraruran perundang-undangan; 

r. menyiapkan bahan pernbinaan, sostahsasi, dan 
bimbingan teknis dibidang kcuangan kepada pejabat 
pengelola keuangan dan bendahara Llilingkungao 
lnspektorat Daerah: 

s. mcla.ksanakan verifikasi terhadap berkasjuokumen 
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan 
guna menghindari ke.salahan serta memberfkan 
korcksi penyempurnaan: 

t. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan 
pertanggungjawaban keuangan lnspcktorat Daerab 
serta jenis pelaporan keuangan lainnya: 

u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasionat Proscdur (SOP) kegtaran Subbagian 
Adrninistrasi Umum dan Keuangan; 

v, melakeanakan pemanrawan den evaluasi ke~iatan 
Subbagian Administrasi U mum dan Keuangan 
dcngan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang teJah disusun untuk bahan lapor~n dan 
kebijakan tindak lanjut; 

w. mengevaluasi dan rnemla! prcstasi kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkaian 
ka.rir,pernbcriArt penghargaan dan sanksi: 

x. rnenyusun taporan pelaksanaan kcgiata» kepada 
pimpinan scbagai wujud akuruabilitas dan 
transparausi pelaksanaan kegiatan ~ 

y. menyarnpaikan saran dan pcrtirnbangan kepada 
6 
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q. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan dlungkat kabupaten. kecarnatan, dan 
dcsa/kclurahan. 

j. 
k. pelaksanaan reviu laporan kinerja in stanai perner'intah: 
l. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sisiem 

pengendalian intern pernerintah: 
rn. pengawasan dalam rangka percept-nan m<:nuju good 

goveniance, clean gouemmeru dan pelayanan publik; 
n. penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan: 
o. pclaksanaan koordinasi program pengawasan: 
p. pclaksanaan tugas perubarrruart dan alokasi dana desa; 

clan 

pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat; 
pelaksanaen reviu lapornn keuangan pemerintah daeran: 

,. 

(1) lnspektur Pernbantu 1/11/111/IV bcrkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada tnspekrur Daerah. 

(2) tnspcktur Pembanru 1/11/111/IV sebagalrnane dimaksud pada 
ayatt l]. mernpunyai tugas rnernbanru lnspektur Dae-rah 
dalam penyusunan konsep kebijakan. melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pcngelolaan 
keuangan, kinerja dan urusan pcmcri..ntahan ds daerah. 
mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat Iungsional serte 
melaksanakan pernbinaan dan pengawasan alas 
penyelenggaraan pcmcrinw.han desa dan pe lakse naan 
urusan perneriruahan desa di wilayah kerjanya, 

(3) Untuk melaksanakan iugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), lnspcktur Pembaruu l/11/111/IV mempunyal Iungsr : 
a. pcrurnusan konsep kebijakan teknis program 

pcngawasan; 
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan: 
c. pengcndalian pelaksanaan rugas teknis Pejabat 

Fungsional; 
d. pengawasan terhadap penyelenggnraan urussn 

Pemerinrnhan Daerah; 
e. pemcriksaan dan pelaksanaan reviu perencanaau dan 

penganggaran: 
r. pelaksanaan Iasilirasi, konsultasi dan asistensi di bidang 

pengawasan, 
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 

Pengewas Internal Perncrinta h Lainnya; 
h. pela ksanaan pemoinaan dan pengawasa n urusan dan 

peyetenggaraan pcmcfUnahan desa; 

Bagian Keriga 
lnspcktur Pernbantu 1/11/111/IV 

Pasal 10 

pimpinan balk lisan rnaupun terrutis bcrdasarkan 
kajian agar kegiatan berja1an lancar serta unruk 
men.ghindari penyimpangan; dan 

z, mclaksanakan t.ugc1s kedinasan Lain dar-i pimpinan 
sesuai dcngan tugas clan fungsi unit kerjanya. 

12 



(4) Uru.uk rnelaksanakan rugas dan fungsi sebagaimana 
dirnaksud pada ayar (2) dan ayat (3), Inspcktur Pembantu 
1/11/lll/lV mernpunyai uraian tugas : 
a. menyuswn rencana dan program kegiatan lnspcktur 

Pcrnbantu 1/11/lll/lV berdasarkan peraturan pcrundang· 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 
scbagai pedoman pelaksanaan iugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pcngkajian 
permasalahan clan pcrat.urnn. perundat1g.undangan agar 
pcla.ksanaan rugas berjelan efektif dem efisien; 

c. membagi rugas bawahan seeuai dengan jabaran dan 
kornpetensinya serta mcmberikao arahan bark secara 

Iiean maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
cugas; 

d. melaksanakau koordinasi dan konsulcasi dengau instausi 
terkait balk vertikal rnaupun norizontat untuk 
rnendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 
stnkrontsaei dan harmonisasi pelaksanaan tugas: 

e. menelaah dan mengkeji peraturan perundang-undangan 
sesuai lingkup iugasnya sebagai baban atau pedoman 
untuk mclaksanakan kegiatan: 

f. menyiapkan konsep kebljakan Inspektur 01;1cr<:1h clan 
naskcb dinas yang berkaitan dengan kegiatan lnspektur 
Pembancu I/11/111/JV; 

g. rnelaksanakan koordinasi dengan Sekrctar-is, lnspcktur 
Pembantu dilingkungan Inspcktorat baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk mendapatkan rnasukan, 

informasi sorta untuk mcngevaluasi pcrmasalahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal; 

h. rnenyiapkan banan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan agar pelaksanaan 
tugas dapat dilekukan secara efekcif dan efisien: 

1, melaksanakan perneriksaan berkala dan terpadu .serus 
pengujian Japcran dalam rangka menuju penyetenggaraan 
tata permerirrtahan yang baik dan perner-intah yang bersih: 

j. melaksanakan klarifikasi atas kcbenaran laporan indikasi 
tcrjadinya penyimpangan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan; 

k. mclaksanakan pcmer-iksann bcrkala dan terpadu serta 
pengujian laporan dalam rangka menuju penyclcoggarann 
tat-a pernerlntahan yang baik dan pemerintah y~ ng bersih, 

I. melaksanakan reviu RKA Perangkat Oaerah. Reviu LKjlP 
den Reviu L,J<PD eesual dengan pernruren perundang 
undangan; 

m. me1ak.sanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan dengan cara rnengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindaklanjut; 

n. mengcvaluasi dan menilai prestasi kerja oawahan 
berdasarkan sa$aran kerja pegawai clan pcrilaku kc,:ja 
sc:;.uaj ketentuan dalam rangka peningk.uan karir. 
pembcrian pcngha.-gaan dan &."\.r\ksi; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud akunLabiJitas dan transparanst 
pelaksanaan kegiatan: 

13 
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e. pelaksanaan pengawaaan program reformasi birckraai; 
r. pelayanan dan pcnyclesaian penga.duan rnasyarakat. 

(41 Untul< mclaksanakan rugas dan r,mgsi sebagairnane 
dirnaksud pada ayat (2) clan ayat (3). lnspekrur Pernbantu 
Pengawa.san Kbusus mernpunyai r-incian mgas : 
a. melakaanakart penyusunan kebijakan pengawasan khusus 

clan pengawesan Pelaksanaan Reforrnast Bii'Okr€1Si~ 
b. melaksanakan pcngawasan atas pengaduan masvarakat: 
c. melaksanakan pemeriksaan atas pertntungan kerugran 

keuangan Negan~/ Dae rah: 
d. melaksanakan pemeriksean atas Tuntt1ta11 

Pcrbendaharaan dan 1'untutan Ganti Rugi; 

c. pengendalian pclaksanean tugas teknis Pejabat 

Fung.sionali 
d. pelaks.anaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 

i l) lnspektur pembantu Pengawasan l<husus berkedudukan di 
bawah dan berranggungiawab langsung kepada lnspektur 
Dae rah. 

(21 Inspektur Pernbantu Pengawasan Khusus scbegannaos 
dimaksud pada ayat \!). mernpunyai tugas melaksanakan 
pengewaaan terhadap pelaksanaan urusau pemenntahan d1 
dacrah, mcngkoordimr pelakaanaan tugas pejabat Iungsional 
serta melaksanakan pcmbinaan ams penyelenggaraan 
pencegahan tindak pida.na korupsi dan pengawasan 
pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

(3) Untuk melaksanakan rugas sebagairnana dirnaksud pade ayat 
{2), lnspektur Pernbantu Pengawasan Khusus mempunyai 
fungsi : 
a. pengusulan program pengawe san; 
b. pelaksanaan pengawasan dcngan tujuan terteruu; 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Inspektur Pembantu Pengswasan Khusus 

{I) Dalam rangka pelaksanaan tugas clan fungsi sebagaimane 
dimaksud dalarn pasal l O. lnspektur Daerah menciapkan 
pembagian wilayan kerja untuk masing-masing lnspektur 
Pembantu. 

(~H Penetapan pcmbagian wilayah sebagaimana dirnaksud pada 
ayar ( l) dilaksanakan oerdasarkan pe1·ti111bangan bcban kerja 
dan d1lak!>anakan sesuai keiemuan peraturan perunctang4 

undangan. 

Pasal 11 

p, menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik Hsan rnaupun tertulis berdasarkan kajian agar 
kcgiatan bcrjelan lancer serta urnuk menghindart 
penyirnpangan: dan 

q. rnelaksanakan tugas kedinasan la.in dad pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kcrjanya. 

14 



Bfl.B V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Bagian Kesatu 
Urn um 

Pasal 13 

(II Kelompok Jabatan Pungsional pada lingkungan lnspckcorat 
Daerah ditetapkan sesuai dengan keburuhan clan 
mernpunyai fungsi clan rugas bcrkaitan dengau petayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahiian dan 
keterarnpilan tertentu sesuai peraruran pcrundang 
undangan. 

(21 Kelornpok Jabatan f'ungs1onal bcrkcdudukan di bawah clan 
bertanggung jawab secara langsung kcpada [nspckt.ur 

6 

e. melaksanakan pcmeriksaan atas pelanggaran kepsuuhan 
LHKPN dan L,HKASN; 

f. melaksanakan probit.y audit, audit investigasl. dan audit 
forensik; 

g. melaksanakan penyclenggaraan Sistern Pengendalian 
Intern Pernerintah di hngkungan Perneriruah Du..:1·ah; 

h. melaksanakan pengendalian gratifikasi; 
1. melaksanaksn monitoring. evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan koordinasi dan supcrvisi pcncegahan 
korupsi; 

j. melakaanakarr monitoring. evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan strategl nasional pencegahan korupsi: 

k. mengoordinasika.n pernbangunan budaya intcgruas: 
1. mcngoordinasikan pemngkaran Kapabilitas APJP; 
rn, mendukung pelaksanaan peni1aian zona ini.egrita~ dan 

sapu bersih pungutan liar; 
n . mcnjabarkan pcrjntah pirnpinan melalui pengkajian 

perrnaaalahan dan peraturan pcrundang·undangao agar 
pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan efisien; 

o. mernbagi tugas bawanan sesuai dengan jabatan dan 
kornpctensinya serta mcrnber'ikan arahan baik 
sccaralisan maupun teriuus guml. kelancaran pelaksanean 
tu gas; 

p. me1aksana.lcan koordinasi dan konsuhasi dengan inatarrsi 
terkait baik vertikal maupun horizon Lal untuk 
mendapatkan mformasi, rnasukan, serta dalarn rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas; 

q, menelaah dan mengkaji pcraturan perundung·undang_an 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan aiau pedornan 
untuk melaksanakan kcgiatan; 

r. menyusun laporan pclaksanaan kegiatan kcpada pimpinan 
sebagai wujud akuruabilitas dan transparansi pelaksanaan 
kegiatan: 

s, menyarnpaikan saran dan pertirnbangan ke pada pimpinan 
baik lisan maupun tcrrulis berdasarkan kejian agar 
kegiatan berjalan lancar scrta untuk menghindari 
pcnyimpangan ; dan 

t, melaksanakan tugas kedinaaan Jain dari pimpiuan seeuar 
dengan rugas clan fungsi unit kerjanya. 
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Pasal 16 
melaporkan pclakannaan fungsi dan 
langsung kcpada pirnpinen unit 

( 1) Pejabat Fungsional 
rugasnya secara 
organisasi. 

(2) P1rnpinan unit kcrja scwaktu-w&ktu nerwenang untuk 
mernirua laporan kcpada pcjebat Iungsional clan/atau 
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya. 

(1) Pejabat Fungsional rnelaksanakan lungsi don rugaenya 
secara Individu dan/atau berkelornpok. 

l2l Pelaksanaan fungs1 dan rugas secara bcrkelompok 
sebagaimana dimaksud pads ayat (l) dengan memberuuk 
Tim Kcrja. 

(31 Tim kcrja sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dapat 
bcrasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar 
belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerab 
tersebut atau dari luar Perangkat Daerah. 

(4) Kecua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayai (2) 
berasal dad unit organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pembcntukan Tim l<crja sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2t ditetapkan oleh Kepala Perang:kat Dacrnh. 

Pase! 15 

(1) Pejabat li'ungsi<>rtal rnelaksanakan fungsi den togas 
berkaitan dcngan pelayanan Iungsional yang be-rdasarkan 
pada keahlian dan keterarnpilan tcrterrtu , 

\2) Selain rnelaksanakan fungsi dan rugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} Pejabat Fungsional dapat diberikan 
tugas rambahan scbagai Sub KoordinalOr yang dalarn 
rncniatankan tugasnya bekcrja secara individu dan/arnu 
tim kerja. 

Pasal 14 

Ba.glan Kedua 
Pengelolaan Kinerja Pejabat Pungsional 

Daera h clan Dekrctaris yang merniliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi dan rugas .Jabatan Fungsiona1. 

(3) Kelompok .Jabatan Fm,gsional terd1ri dari sejumlah Pejabal 
Fungsional jenjang keterarnpilan dan jenjang keahlian. 

(4) Jumlah, jcnis, dan jenjang Jabarnn Pungsionat 
sebagaimana dimaksud pada avar ( I), ditcnrukan 
berdasarkan hasil e nelisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

(5) Tugas. pembinaan clan pengembangan .Jabatan Fungsional 
sebagaimana dirnaksud pada ayet f 1) sesuai kercruuan 
peraturan perundang-undang::u,. 

(6) Untuk memeuuhi kebutuhan .Iabatan Purrgsional 
sebagairnana dimaksud pada ayai (11 dilakuka» sesuai 
kerentuan pcraruran perundang-undangan. 

10 



( l) Pada unil kerja Iungsional ditunjuk Sub Koordinator uruuk 
pelakaanaarr tugas dan pengelotaan kegiatan 

(2) Sub Koordinator sebagaimana climakxud padu ayai (11 
adalah tugas tarnbahan yang diberikan kepada pejabat 
[ungsional yang dirunjuk. 

(3) Tugas Sub Koordinator adalah rncmbantu Sekremris dalam 
rnenyusun percncenan, pelaksanaan dan penaendalian. 
pemaruauan dan evaluasi, scrta pelaporan kegiatan pada 
unit kerjanya sesuai lingkup iugas dan tungsinya. 

Pasal 18 

(I) lnspektur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada 
ketentuan peraruran perundang-undangan- 

(2) Dalam melaksanakan tugas seuap plmptnan uniL 
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wojib 
menerapkan prinsip kocrdinasi, intcgresi dan sinkronisasl 
balk dalam Iingkungan tnasing-masing maupun antar 
saruan orga.nisasi di Iingkungan pcmer-intah daerah serta 
lnstansi lain di luar pemerintah dserah sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi 
bawahannya mastng-maelng. 

(41 Dalem hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dirnaksud pada ayar (3) terjadi penyimpangan, pimpmnn 
unit organisasi mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraruran perundang-undangan. 

(5) Setiap pimplnan unh organisasi berranggung jawab 
mernimpin dan mengoordinasikan bawahan masirtg·masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
petaksanaan rugas nawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib rm-ngikuti clan 
mematuh.i peruniuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-rnaaing sorta menyiapkan laporan berkala tcpai 
pada wakrunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pirnpinan unit organh;asi 
dari bawahannys wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut scrta untuk 
membcrikan petunjuk kepada bawahan. 

(81 Dalam rnenyarnpaikan laporan kepada pimpinan. w,tjib 
menyampaikan rembuaan kcpada unit organlsas, la.111 yang 
sccara fungsional rnempunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, sctiap 
pirnpinan ur.it nrgarusasi beserta bawanannva wajib 
mengadakan rapat ber'kala. 

Pasal 17 

BAB Vl 
TATA KERJA 
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J 1) Dalam hal tcrjadi kekosongan Sub Koordinawr. Kepala 
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan berasal 
dari Pejabat P'ungsional di lingkungan kcrjnnya. 

(21 Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat pejabat 
fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk Pelaksana Senior 
sebagai Sub Koordinator berdasatkan kompetenai yang 
dibutuhkan. 

{3) Datam hal Kcpala Dlnas akan rnenunjuk Sub Koordinawr 
yang bere sal dari tuar nngkungan kerjanya, maka Kepala 
Oinas rnengusulkan kepada Sekrctatis Daerah mclalui 
perangkat daerah yang menangani kcpegawaian. 

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud p.ada 
ayat \3) dilaksanakan seielan mendapat pcrseiujua» dari 
Sekretaris Daerah. 

{I) Untuk menuojang rugas dan rungsi Kepala Bidang 
dirunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 
Fungsiona1. 

(2) Sub tcoordlnaror sebagaimana dimaksud pada ayai (11. 
dirunjuk oleh Kcpala Dines dengan mend8yagunakan 
Pejabat Fungsional sesuai dengan kompeteusi yang 
bcrsangkulan. 

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagermaoa d.imaksud pada 
ayai (J) ditetapkan dengan Kepurusan Kepala Dinas. 

J'a:,QJ 23 

Pasal 22 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(l) trispektorat Daerah wajib menyusun kcbutuban jumlah 
dan jenis jabatan sparatur sipil ncgara berdasarkan 
analisis jabatan dan analisis bcban kerja. 

(2) Penyusunnn keburuban jumlah dan jenis jabatan aparatur 
sipil negara sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan untuk jangka wakru 5 (lima) tahun yang 
diperinci per t (satu) tahun ncrdasarkan prior-itas 
kebutuhan. 

Pasal 21 

.Jabatan tnspekrur, Sckrelaris, Kepala Sub Bagian, tnspckrur 
Pembantu dan .Iabatan Fungsional di linp;kungan Dinas 
dtangkai dan dibcrhentikan olch gejebat yang bcn~:enang 
sesuai cte.ngan peraturan perundang~un.dangan. 

Pasal 20 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian 
diatur sesuai ketentuan peraturan pe.rundangwunda.ngan. 

Pasal 19 

BAB VII 
l{EPEGAWAIAN 
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BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

(I) Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai bcrtaku. rnaka 
Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan 
Bupati Kendal Nornor 3 Tahun 2021 tentang Kedu<lukan, 
Susunan Orgarrisaai, Togas dan Fungsi serte 'f'aLa Kcrja 
Pada lnspcktorat Oaerah Kabupatcn Kendal, berfaku 
kctenruan acbagai berikut : 
a. terhadap Pcjabat pengewas yang tida 1< dilakukan 

penyeraraan jabatan ke dalam jabatan fungsional dalam 
rsngka penycdcrhanaan struktur organisasi. 
rnelaksanskan tugas dan fungsinya berdasarkan 
Peraturan Bupati ini; 

b ter-hadap Peje.bat Pengawas yang akan dHakukan 
penyctaraan kc dalarn jabatan tungslonal rciup 
melaksanakan iugas dan tungsinya sarnpai dengan 
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam 
Pejabat Fongsional; 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulal bcrlaku. rnaka 
pelaksana di bawah Pejal)at Pengawas yang ridak 
dilakukan penyetaraan kc dalam jabatan tungsional dalam 
rangka penyederbanaen struktur organisasi berda~rkan 

(ll Sub Koordinaror rnernpunyai iugas membantu Sekretaris 
clan Kepala Bidang dalafn pcnyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelapotan lingkup tugas den Iungai unit kerjanya 
mastng-rnaslng. 

(2) Disarnping metaksanakan iugas se:bagaimana dimaksud 
ayat ( l) Sub Koordinator rnempunyai iugas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelornpok Jaha1an 
Ftangaional scsuai bidang rugas dan fungsinya. 

l3l Sub Koordinator dapat dibcrl tugas melakukan penilaian 
kinerja icrhadap peleksenaan tugas Pejabat Pungs10naJ 
scsuai bidang rugas sesuai peraturan perundang 
undangan 

Pasal 26 

Pernberhenrian Sub Koordinaror dapat di1akukan oleh 
I nspektur Dae rail. 

Pasal 2:; 

Periunjukan Sub Koordinator :;cbagaimana d-maksud dnlam 
Pasal 2'2 dan Pasal 23 disamping memperhaukan kesesuaian 
bidang rugas dan Iungsinya juga mempertirnbangka1'l 
persyaratan admirriatraai, kesesuaian kompctensr, kebutuban 
jabatan, kincrja, pengalaman penugasan, integritas dan 
moralitas serta persyaratan obyektif lamnya. 

Paeal 24 
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BERITA DAERAH l<AJ3UPATl!:N KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 8S 

Diurrdangkan di Kendal 
Pada tanggal 29 Desember 20•21 

SEKRETARlS DABRAM 
KABUPATBN KENDAL, 

~ ma Tk. I 
215 199003 I 006 

Cap Ltd 

MOH. TOMA 

Oiteta pkan di Kendal 
Pada tanggal 29 Desember 2021 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttcl 

DICO M CANINDUTO 

Pasal 29 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seriap orang mengetahuinya, rnemeriruabkan 
pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penemparannya 
dalam Berita Dacrah Kabupateu Kendal. 

BABX 
KJ::TENTU1\N PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku, maka Peraturan 
Bupati Kendal Nomor :1 Tahun 2021 ieruang Kcdudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada 
lnspektorar Daerah Kabupaicn Kendal [Berita Daere h 
Kabupatcn Kendal Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Peraruran Bupati ini, tcrap rnelaksanakan iugasuva di 
bawah Pejabat Pengawas yang bersangkutan. 

(J) Pada saat Pcraturan Bupati irri mulai berlaku, maka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
penyctaraun ke dalam jabatan fung~ionaJ dalam rangka 
penyederha naan struktur organisasi berdasarkan 
Pcraturan Bupati ini, melaksanakan tugasnya dengau 
keienruan sebagai berikut : 
a. Pelaksana ierap mcle ksertakan rugasnya di bawah 

Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraruran Bupati ini: 

b. Oalam hal telah dilakukan penyederhurtaan siruktur 
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka 
Pelaksaoa melaksanakan tugas dibawah koordinasi Sub 
Koordine tor; 

20 



' ,___ - 

I ' ·;; ~ 
o. a 
- r - - -c . ·- - .., :,: 
• 'le ' ::, << E o z;... 
O O ~ ~z- ~~ ~- a: . "' < 

<I> "' 0 ,- ;:: 
! co 

O~H::: - - ... :;: 

" " 
• 

z; "' 0 . ~ "' ::) >!l :, .. 
c, .. < = . '- a: 
Z.~z i ::, 

e I • ~ i=: ~ ~ • . iii~ - . "' '.:< . a. "'" m " • 
<II ,i "' • z - 

~ 

. ,-- ' . - .., z :, < < z . !z. O Q 
; < (iiu>z;.;. "' o~~~w ::;; .. 

"' z.<<t: 
~ e, ~ Dr c ., z ~:, zwa::< ::, 

<o.w • !;; ~-:i w 
~ Is: e, ; "' -s z 

j - 

- - - 
·- 

;-- 
2 ..J ::) -c 0 0 z, z; "z w ~ < "' "-o 

~ 6 :e < 
s:: §:; 
:.) !O 15 ' > 

' ,.;... . 
; 

- 



6 

1.1 Sub Koordlnator Percncanaan mempunyai rugas : 
a. Menyueun rencana dan program kegiatan Suhbagian 

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-u ndangan dan 
nasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pcdornan 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan periruah pimpioan metatui pc:ngkajian 
permasalahan dan peraturan perun.dang-undanga.n agar 
pelaksanaan rugae bcrjalan efektif dan efisien: 

c. membagi rugaa bawahan sesuai dengan jabaran rlan 
kcmpeteneinya scrta mernbertkan arahan baik secara hsan 
maupun cerruus guna kelancaran pelakaanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan kcnsuhasr dengan instansi terkait 
baik vertikal rnaupun norizonral untuk rnendapetkan informasr, 
masuxan, scrta dalam rc.1.J".ISka sinkmnisasi dan harmonisasi 
pclaksanaan tugas: 

e. menetaah dan mengkaji peraruren pel-undang·undangan sesuai 
lingkup tugasnye sebagai bahan atau pedoman unruk 
melaksanakan kegiatan; 

r. menyiapkan bahan penyuaunan perunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksanaan. dan naskah dinas sesuai lingkup iugasny» guna 
mcndukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menghimpun can meneliti bahan perencanaan dan usutan 
program kegiatan clod masi.J1g·mt1.sing subbagian sesuai dengan 
kerenruan yang bertaku guna menghindari kesaleben. 

h. menyiapkan bahan dau menyusun kOO$Cp Rencana Kcg:iatan 
dan Anggaran (RK}\), Ookumen Pelaksanaan Anggara» (DPA) 
seera perubabnn anggaran sesuui ketern uan clan plafon unggarun 
yang ditctapkan: 

l. Sekretariat 

TUCAS SUB KOORDINATOR PADA 
JNSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 

LAMPIRAf'f JI 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 88 TAHUN 2021 
TE;NTANC 
I(EDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANIS.~SI. TUCAS DAN FUNCSI. 
SERTA TATA KE;R.JA PADA 
INSPEKTQRAT DAERAH KABUPATEN 
KENDAL 
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1.2 Sub Koordinator Anafo;is dan Evuluas1 mempunyru tugas 
•- menvusun rencana don program kegiatau Subbagian Analisrs 

dan zveruast berdasaekan peraruran perundang-undengen dan 

1. menviapkan bahan dan mcnyusun konsep Rencnna 
Pembangunan Jangk.o Mencngah Oaeta.h (RPJMDt, Rcocnna 
Stratogis (Rcrtstro.1, Rencana Kcrja ~Rr:nJn), Jndtkotor Kiner.i~ 
Utama t1KU}. Perjanjian Kii'lerj~JPK) dan Jl·nis dukumcn 
percncanaen lainnya seauai dengan keeentunn yang berlaku: 

J mcnyiapkon bahan dru, menyusun konsep Standar Opcrusicnul 
Prosedur (SOP! kegiatan Subbogjan Pereneanasn serta 

rnenghimpun dan mcndoku mentasrkan Sto..ndnr Operasinnal 
Pros«lur ISOPI yang disusun oleh masing·masing aubbagian d•n 
Inapektur Pernbantu: 

k menviapka» bahan pcngelolow.) Sisiern Pengcndalia.n lntr,·n 
PemenntAh di linglcunfl'\n tnspekeomt Da<mh; 
menghimpun dun rnenehti laporQn perkembungan tmAknt 
renhsasi pela.ks."'lnaan kcgiah1n dan mas,ng-mA~mg 'it1hbag1~\Jl 
sebagai bahan penyusu nan laporau Pengendalinn Opcms,onal 
Kegiatan (POKJ; 

m melaksanakan koordmasi, pembmaan, pengcndahw1, da.n 
pembcrian bimbingan (ll bidang sistem mformuai Inspektnrut 
Dae rah; 

n. melaksanukan pcngenduhan dun evnlu ast penyernpan un~l?,.\l'i.ln 
dengan cara mernbandmgkan lapora.n perkernbangan n-.ali'6!-.I 
belnnje dcngan renccna pembtayaan yang ductepkan 
sebelumnya: 

e. melo.ksanokan pcmant.auan dan ev..t1uas1 kegi.atan Subba~o.n 
Pcrencanaan dengan corn. menguku r peneapaian program kcrja 
yang telah disueun untuk bahan Japoran dan kebijak.o.n 
rinduklanjut; 

p mengevalunsi dan menilai prestasi kerja bawahnn bcrdasarkan 
sasaeun kcrja pegawm dan perilaku kerja xsuai ketenruun 
dalam rangka perungketan kurtr, pcmbertan penghargaon (1011 
sank3i, 

q menvueun laporrm pelaksnnnan kcgiaum kepada punpinan 
sebagai '"'UjUd akuntabilitas dan 1ranspsran$1 peiaksanaen 
keglntan~ 

r mcnyampoikan SA.f.l!'l dnn pertirnbangan kepada punputan bank 
lisan maupun tcrtulis berdasarkan kd.jian agar kegiaum berjalan 
lancer serta untuk menghmdan penytmpangan.dau 

s. mclo.ksannkan tugas kedmasan Lain dari prmpinan sesuui 
dengan tugtl:i dan fung&i unit kcrj-tu\yu. 



hasrl eveloasl kegiatan tahun sebelumnya setmgai pedornun 
pelaksanaan tugas; 

b. menjaburkan perintah pirnpman melalui pcngkajton 
pcrmasaJahan dan pcroruran perundnng-u ndaogan ager 
petnksanaan tugas berjalon efektif dan efisien: 

c. memba.gi IUl'.tS bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetcnsmya serta mcmbenkun arahan balk secaru liMn 
mo.upun tertulis guna kclancarun pclaksanoan rugus: 

d. metaksanakan koordinasl dan konsultasi dengan tnstansr terka.it 
boik vertikal maupun honzontal untuk mcndapatkan tnfcrmnsr. 
musukan serta dnlam rangkn slnkrcnisaer don harmonisnai 
pelaksanaan tuga.s; 

e. menelaah dan menRkaji peraturan pcrunctang-undangen sesua; 
lingkup rugasnya sebagai bahan atau pedoman uruuk 
metaksanakan kcgiatam 

f. mcnyiapkan ba.han penyusunan perunjuk teknis, peumjuk 
pelaksanaan, dan naskah dmas sesum Imgkup tugasn_Hl guna 
mcndukung kelancnran pelaksanaan kcgiatan: 

g. menywpkan bnhan dan menyusun maten undak lanJUl hastl 
pemcrlksaan atau audit sesuni dengan peraruran perundnng 
undant,1n; 

h. mcnytepkan bahan edmuusrros, penyelesman tindak lanjut 
pe:ngaduan mnsyerekau 

i. mengmvcntartsasi hasil pengowasan dan undill<lanJUt hAs1I 
pengawasan dari Aparar Pengawas lrnerno1 Pemerintnh lAPIPI. 
maupun dari Sadan Pcmenksa Keuangan (BPKI; 

j. mengadministrasi lupornn hASil pengawnsan. metakeanekan 
f"\'Alua<11..1 taporan hasil pcnga.wusa.n menyusun sreueuc h4111d 
pengawasan, dan menyusun laporan lkhUSJ.T hn\11 pa1titau:a:...u1 
serta menyelenggarakan kerjasarna pcngawusan dcngan instansi 
terken , 

k, menyiapkan bahan <Ian ruenyuauu kensep Laporun KctcranRan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ). l..aporan Kinerje lnstnnsl 
Pcmerlutah (l.KjlP), Evnh1as1 KmerJ.a Pembangunan Oacrah 
{EKPDJ. dan Ienis pelaporan lalnnya seeuat dcnga.n keternuan 
yang bcrlaku. 

l. monitor ing dnn cvaluaet ak~1 pencegabun korupsi dengun 
sasaran aksi peccegehan dan penindakan kcrupsr 1ciinteg1·a~i 
yang dtkoordmaslkan oten KPK dan akei penc,egahan korupsi 
yung dikoordina.sikun olch Tim Siranas PJ\, 

m. mcnyiapkan bnhan dan menrusun kcnsep Stander Opcrasional 
Prosedu r (SOPJ kegimen SubbAiian Analisi!'"I dan Evalua~11 

n, melaksanakan pemantauan dan evahrasa kegfatan Subbagian 
1\nalisib clan Evaluaai dengan cnra rncngukur peucaparan 
program kerj.11 yang telah disusun unruk baho.n laporandun 
kebijakan tindaklanJUt; 
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Cap ttd 
DICO M OANINDUTO ~~f~· dengan aslinya 

ukum 

o. msngevaluasi dan menilai prestasl kcrja bawahan berdHsarkan 
sasaran kerja pegawai clan perilaku kerja scsuai ketentuaa 
dalam rangka pcnlngkata.n karir, pernberlan pengha.rga.an den 
sanksi; 

p. mcnyuaun teporen pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas clan iransparansi pelaksanaen 
kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan ba.ik 
lisan rnaupun tertufis berdasarkan kajian agar kcgiatan bcl'jakm 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan: dan 

r. meraksanakan rugas kedinasan ta.in dari pimpinan sesual 
dengan rugas dan fungsi unit kerjanye. 

, -~ 


